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ABSTRAK

Wajib lapor pecandu narkotika sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak
pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rumusan masalah adalah bagaimana
pengaturan hukum pidana bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, bagaimana
ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika, bagaimana peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam
melaksanakan  kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkotika
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika.Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang
diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan
prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis.Pengaturan hukum pidana bagi
pecandu dan penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun
2009 Tentang Narkotika dan wajib lapor pecandu narkotika berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika
yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk
mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana
terhadap tindak pidana memperdagangkan peran Institusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu
narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah menerima laporan pecandu
narkotika sebagai wajib lapor untuk memberikan pelayanan perawatan dan
pengobatan.
Kata Kunci: Wajib Lapor, Pecandu, Narkotika

ABSTRACT
It is mandatory to report drug addicts as an effort to fulfill the rights of
drug addicts to get treatment or treatment through medical rehabilitation and
social rehabilitation. The formulation of the problem in this is how to regulate the
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criminal law for drug addicts and abusers, how the provisions for criminal
sanctions against drug addicts according to Government Regulation Number 25 of
2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics
Addicts, how the role of the Mandatory Reporting Institution (IPWL) in carrying
out its obligations in receiving reports of narcotics addicts based on Government
Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory
Reporting of Narcotics Addicts.This type of research is research using the method
of normative juridical approach. Data collection in this study is carried out
through a literature study, where the materials or data obtained will be compiled
systematically and analyzed using scientific logic procedures that are qualitatic in
nature. Criminal law arrangements for drug addicts and abusers in Law Number
35 of 2009 concerning Narcotics and mandatory reporting of drug addicts based
on Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of
Mandatory Reporting of Narcotics Addicts is an activity of self-reporting carried
out by drug addicts who are old enough or their families or parents or guardians of
drug addicts who are not old enough to the receiving institution is required to
report for treatment or treatment through medical rehabilitation and social
rehabilitation. The results showed that the criminal law regulation of criminal acts
of trading the role of the Mandatory Reporting Receiving Institution (IPWL) in
carrying out its obligations in receiving reports of narcotics addicts based on
Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of
Mandatory Reporting of Narcotics Addicts is to receive reports of drug addicts as
mandatory reports of drug addicts as mandatory reports to provide treatment and
treatment services.

Keywords: Mandatory Reporting, Addicts, Narcotics

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan di
perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau
digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat
yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi
muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar
bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat
melemahkan ketahanan nasional.

“Secara umum, narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan
mengubah kesadaran (anastetik) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa
nyeri (analgetik) . “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukan ke
dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologi (kecuali makanan, air
atau oksigen)”.
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Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang
dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Masalah penyalahgunaan
narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari
pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan
tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan
peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan
berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan
penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran
gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi
dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama
pada usia SD atau SMP, karena tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau
kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau
menerimanya. Selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari
pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan
terhadap zat yang digunakannya.

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan
organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara
dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat
besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk
mempertahankan dan mengmbangkan terus usaha peredaran gelap narkotika
dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha
perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam
masyarakat.

Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan
menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan
hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana
narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan
umat manusia. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk
pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau
digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan
peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat
merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan
dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai
budaya bangsa.

Penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat
yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga
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mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat
mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional
menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam
tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
alinea keempat.

Narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang
beraspek materiel-spiritual, karena itu harus dicegah. Adalah lebih baik mencegah
daripada mengobati atau menanggulangi. Pencegahan merupakan upaya yang
sangat penting bahkan terpenting. Sangat beralasan jika kemudian peredaran
narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya,
karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat
mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan
secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan
dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.
Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran
narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Khusus pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang
tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni
pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana
narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka
ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan
menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan
pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Sedangkan terhadap pecandu
penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi, bukan dimasukkan kedalam
penjara dan dianggap sebagai pelaku kriminal.

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tent ang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika)
yang mengatur bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan
terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka
hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk
mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, UU Narkotika m
emberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam
penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat
kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Prakteknya dalam beberapa kasus penangkapan pecandu narkotika bahwa
yang terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkotika, dengan kata lain mereka
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hanya sebagai pengguna saja. Kasus seperti ini, setelah vonis pengadilan

diputuskan maka para pengguna tersebut dapat diajukan untuk menjalani

rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

UU Narkotika mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (bahan-
bahan dalam pembuatan obat terlarang) termasuk pemberian penghargaan bagi
anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (bahan-
bahan dalam pembuatan obat terlarang).

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan
wajib lapor pecandu narkotika sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak
pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor
pecandu narkotika adalah untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan
masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika
yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib
lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan
di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pecandu dan penyalahguna
narkotika?

2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika ?

3. Bagaimana peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam
melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkotika
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ?

B. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman
mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini
adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan
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diterapkan oleh penegak hukum vyaitu hakim dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana narkotika.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk
menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait
penerapan sanksi pidana tidak melakukan wajib lapor pecandu narkotika
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah
dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggunaan metode
penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder pada
penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika.

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena
dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya
dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data
sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-
undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang
mengikat seperti :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika.
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b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi
mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik
para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri
dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana
yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil
penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah
yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat
atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan
objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah,
dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian
mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema
dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan
teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara
kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif,
sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil
analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan
penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu
dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan
permasalahan.

C. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi
menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap
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masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat
dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan
narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi
masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang
mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang
mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah
menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban
penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan
mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi
juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota
maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena
korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga
ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan
narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi
sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan
dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak
narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga
dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban
masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena
sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik
secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda
penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda.
Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika
karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga
mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah
penyalahgunaan narkotika.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat
kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas,
karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum
(perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak
Kepolisian dan Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua
elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan
narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan
ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru
dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum
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menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang
melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk
untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkotika”. Menurut
kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu’ adalah orang yang menggunakan candu
(narkotika), bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika
adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik
sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan
dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk memudahkan
dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi
ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir
dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang
dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati
pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama,
sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.
Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan
mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya.
Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (addiction) yang akhirnya
mengakibatkan ketergantungan (dependence).

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang
meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya
dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis
yang khas. Addiksi adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan
seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan
jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal.
Ketergantungan, kecanduan, addiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral,
meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan
narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh
(relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak
ditolong dan dirawat dengan baik.

Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU
Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:
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a. Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan
narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik
maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

b. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk
menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat
agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi
dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang
khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika). Ketergantungan fisik adalah suatu
keadaan dimana tubuh membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila
pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan
gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan
yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba
dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.

c. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau
melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)

d. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan
narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk
menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)

e. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan,
mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan Il dan
golongan 111 dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.

f. Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari
ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan
Pasal 58 UU Narkotika).

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi
kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif atau candu yang terkandung
dalam berbagai jenis narkotika. Pengguna narkotika tidak dapat mengendalikan
diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka.
Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan
narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan
Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana
karakteristik/parameter seorang pecandu narkotika yang dapat disimpulkan bahwa
seseorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika
adalah seseorang yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Ciri pecandu narkotika secara umum:

1) Suka berbohong
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2) Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)

3) Cenderung malas

4) Cendrung vandalistis (merusak)

5) Tidak memiliki rasa tanggung jawab.

6) Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-
hal yang negatif.

2. Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkotika secara fisik: Ketergantungan
fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang
menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya
pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh
narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara
berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek
turunnya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap
diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar.

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkotika semakin pesat. Para
pencandu narkotika itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya
usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang
mengonsumsi narkotika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok.
Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di
kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat,
apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang
sudah menjadi pencandu narkotika. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami
ketergantungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebenarnya sangat memberi
kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat memeriksa secara benar
apakah seseorang itu penyalahguna murni atau memang dia juga seorang pecandu,
jika dia adalah seorang pecandu maka ia harus segera di rehabilitasi untuk
mendapatkan pengobatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini di perkuat dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 tentang
Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi
Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dalam SEMA No 3 Tahun 2011 ini Mahkamah
Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan dalam Undang-Undang
Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yang juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi
korban narkotika, memberikan posisi yang sangat sentral kepada Polisi, Jaksa dan
Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis
dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan
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di persidangan untuk membentuk penetapan, namun demikian hakim tetap
diminta dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap
memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun
2010.

Badan Narkotika Nasional dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2011 ini telah mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan,
Dan Pecandu Narkotika, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa
penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan
sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan
prekusor narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus
melalui penempatannya dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi
sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

Peraturan Kepala BNN ini memberikan pedoman teknis dalam
penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa untuk
dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial selama proses
peradilan berlangsung. Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan tata cara
pengajuan permohonan agar tersangka atau terdakwa dapat di rehabilitasi yaitu
tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan, dalam
Pasal 6 Peraturan ini juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapin agar
permohonan dapat diproses lebih lanjut.

Mendeteksi penyalahguna narkotika, disamping dengan pelaksanaan test
narkotika, para pecandu narkotika yang sudah dewasa ataupun yang belum
dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani
terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri
itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian jelas
bahwa apabila ada penyalahguna narkotika secepat mungkin yang bersangkutan
(apabila sudah dewasa) ataupun orang tua dari penyalahguna (apabila
penyalahguna belum cukup umur) segera melaksanakan wajib lapor agar penyalah
guna tersebut segera menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
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Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera
dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib
Lapor, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi
medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Nomor 1305/MENKES/SK/VI1/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika kepada
Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan selain pada
Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya
kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib
lapor dimaksud, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial
sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan
melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan
mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di
dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana
rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan
pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan
Badan Narkotika Nasional.

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang dikategorikan
sebagai tindak pidana narkotika. Bukan saja menanam, memelihara, menguasasi
mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga memperdagangkan, mengimpor,
ekspor, dan memproduksi. Orang yang tidak melaporkan perbuatan pidana
narkotika tetapi mengetahui langsung perbuatan itu dapat terancam pidana.

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan tanpa
hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh
orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan dilakukan tanpa
melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat dibenarkan menurut hukum.

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa seorang
pecandu narkotika juga tidak dapat dituntut secara pidana. Pecandu narkotika
yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi
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medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya melaporkan diri
ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan
atau perawatan, maka pecandu sangat mungkin tidak dituntut secara pidana jika
tertangkap. Syaratnya, sebelum penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua
kali menjalani perawatan medis.

Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan
pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang
menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit
dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah tidak dapat dituntut
pidana.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika.
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika
mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat
dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan
kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang
mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada
kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya
tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya.

D. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
memuat Orang tua atau wali dan pecandu narkotika yang belum cukup umur
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiai yang ditunjuk oleh Pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosiai. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat tentang dalam hal pemakai
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(penyalahguna) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Masyarakat takut melaporkan secara sukarela untuk memperoleh
perawatan medis dan yang masih menjadi kendala adalah kadang para pengguna
narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum,
padahal seharusnya mau itu terjerat hukum atau tidak, setiap pengguna narkoba
harus segera mendapatkan pertologan melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itu
perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai
lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka , bila ada yang
terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari
suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu NAPZA.

Tingginya ancaman hukuman bagi pengguna narkotika dengan kurangnya
pengaturan akses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi bagi
pengguna, mengakibatkan banyak pengguna narkotika yang harus dihukum tanpa
diberikan akses kesehatan dan rehabilitasi. Upaya pendekatan pemidanaan tanpa
memperhitungkan akses rehabilitasi medis dan sosial di dalamnya, tidak
menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkotika, karena siklus akan
terulang setelah pengguna keluar dari penjara. Lebih parah, upaya pendekatan
pemidanaan menimbulkan permasalahan beralih ke tempat-tempat penahanan di
mana akhirnya peredaran gelap narkotika di dalam tahanan semakin berkembang.

Tindakan hukum vyang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan
narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena
rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi
penyalahgunaan narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan
narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan
diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tindakan hukum yang berupa
rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba
baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah prilaku untuk
mengubah fungsi individu dimasyarakat sebagaimana sebelum mereka
mengkonsumsi narkotika.

Tindakan hukum vyang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan
narkotika tercermin dalam Surat Edaran No.04 Tahun 2010 yang pada prinsipnya
dalam hal hakim menjatunhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan
tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus
menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar
putusannya.

Menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika dikenal pula
sistim double track system, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai
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sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum
pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana.
Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal
gagasan dasar double track system, namun dilihat dari latar belakang
kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah
kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat
ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana
dari aliran Kklasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan mama dari
jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi
proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas
sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun
terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu
memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis, bahwa rehabilitasi
yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan
penolakan terhadap hak asasi manusia.

E. Sanksi Pidana Tidak Lapor Sebagai Pecandu Narkotika Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Mendeteksi penyalahguna narkotika, di samping dengan pelaksanaan test
narkoba dimaksud, para pecandu narkotika yang sudah dewasa ataupun yang
belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk
menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi. Proses
melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika.

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu
Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau oran tua atau wali
dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib
lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatn melalui rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban
penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial. Dengan demikian jelas bahwa apabila ada penyalahguna Narkoba secepat
mungkin yang bersangkutan (apabila sudah dewasa) ataupun orang tua dari
penyalah guna (apabila penyalah guna belum cukup umur) segera melaksanakan
wajib lapor agar penyalah guna tersebut segera menjalani rehabilitasi medis dan
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rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib
lapor ini agar segera dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.

Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk memenuhi
hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengibatan dan atau perwatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; mengikutsertakan orang tua, walli,
keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu
narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan memberikan
bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib
Lapor; Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi
medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Nomor 1305/MENKES/SK/VI1/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika kepada
Institusi Penerima Wajib Lapor. Laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima
Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi
Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud,
wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan
rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan
atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan
hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di
luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan
mempertimbangkan hasil asesmen.

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan
pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan
Badan Narktika Nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, seorang pecandu
Narkotika diwajibkan untuk melaporkan diri ke lembaga-lembaga yang telah
ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Kegiatan
melaporkan diri ini bisa dilakukan oleh pecandu yang sudah cukup umur atau
keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur.
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Dengan melaporkan dirinya tersebut seorang pecandu akan berhak mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada
Institusi Penerima Wajib Lapor serta telah menjalani assesment akan diberi kartu
lapor diri. Setelah itu dibuat rencana rehabilitasi yang disepakati oleh pecandu
narkotika, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan pimpinan
Institusi Penerima Wajib Lapor.

Pecandu narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor kemudian wajib
menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana
rehabilitasi yang telah dibuat. Fasilitas layanan kesehatan yang menjadi Institusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Indonesia masih terbatas dan belum
menjangkau ataupun menyentuh kelompok tersembunyi.

F. Kesimpulan.

1. Pengaturan hukum pidana bagi pecandu dan penyalahguna narkotika
dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
wajib lapor pecandu narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor
25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika
yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari
pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima
wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika yang tidak
melakukan wajib lapor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dapat
dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 UU
Narkotika bahwa orang yang dengan sengaja mengetahui namun tidak
melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka orang yang
mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

3. Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan
kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkotika berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkotika adalah menerima laporan pecandu narkotika
sebagai wajib lapor untuk memberikan pelayanan perawatan dan
pengobatan para penyalahgunaan narkotika dengan mengikuti program
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terapi dan pecandu narkotika langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi
yang difasilitasi pemerintah.
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